GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

Dipindai dengan CamScanner




GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah  urusan
pemerintah bidang pendidikan sub urusan manajemen
pendidikan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
Nomor : 3591/PEM/2019 dan Nomor : KN.02.07/
H.I/3754/2019 tanggal 8 November 2019 telah
ditandatangani berita acara serah terima Personil,
Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen
Akademi Keperawatan Sintang Provinsi Kalimantan
Barat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor : 1174/M/2020 telah
ditetapkan tentang Izin Pembukaan Program Studi Di
Luar Kampus Utama Yang Diselenggarakan Oleh
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pontianak Di Kota Pontianak;

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka
Akademi Keperawatan Sintang Provinsi Kalimantan
Barat yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 9 Tahun 2009, perlu dicabut;

e. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 9
Tahun - 2009 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Keperawatan
Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451};
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Peraturan 'Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

8. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016 Nomor 99} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS] DAN
TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Sintang Provinsi Kalimantan

Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 9), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setia :
g P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubern ini
bernur  ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan d1 Pontianak

?

_Diundangkan di Pontianak
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